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MOTTO

"dApabila seseorang tidak dapat melihat kesalahan yang ada
dalam dirinva maka ia akan terus melihat
kesalahan dalam diri orang lain™

(Kathleen Horris)

Inti sari: edisi Januari 1993
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RINGKASAN

Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Green Garden
Ltd.(Putusan MA RI Nomor 84.K/TUN/1999)

Tanah merupakan salah satu yang menjadi sumber segala kepentingan
hidup manusia, manusia yang hidup pasti memerlukan tanah untuk bertempat
tinggal bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Guna menjamin kepastian
hukum maka tanah perlu didaflarkan pada Kantor Pertanahan agar mendapat
perlindungan hukum. Hal ini yang dilakukan oleh H. Mardani selaku pemilik
tanah Girik C Nomor 1278 yang diperolehnya dari pelepasan hak dari H. Mugeni
kepada H. Mardani dengan jual-beli, tetapi sewaktu H. Mardani menyertipikatkan
tanahnya tersebut, permohonan H. Mardani ditolak karena diatas tanah tersebut
telah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green
Garden Ltd, dengan bukti penolakan tersebut maka H. Mardani menggugat
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
mengkaji dan mengetahui alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT
Green Garden Ltd, untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan Mahkamah
Agung Rl apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden Ltd. Metode
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang
merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan
hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-
bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum
primer, yaitu berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Metode pengumpulan data
dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi literatur dan studi

kil
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dokumen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini
dilakukan dengan cara sistematis dan analisis dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan semua data yang diperoleh selanjutnya ditelaah atau dikaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penarikan kesimpulan
menggunakan metode deduktif,

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan atas nama PT Green Garden Ltd, yang dilakukan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta disebabkan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan olech Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara teryata terdapat catat
administrasi, Pertimbangan Mahkamah Agung Rl dalam pembatalan Sertipikat
Hak Guna Bangunan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme terutama tentang asas profesionalitas. Akibat hukum pembatalan
Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Green Garden Ltd, oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara tidak lagi
mempunyai kekuatan hukum lagi. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara wajib
melaksanakan putusan pengadilan terscbut dan harus mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara yang baru.

Penyusun menyarankan agar dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih teliti dan cermat
sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, apar nanti setelah
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cacat administrasi, schingga
tidak ada pihak yang dirugikan.

wlii
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu yang menjadi sumber segala kepentingan
hidup manusia di dunia. Manusia yang hidup pasti memerlukan tanah untuk
bertempat tinggal bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Demikian
pentingnya tanah bagi kehidupan manusia schingga tidak heran apabila setiap
manusia ingin memiliki atau menguasainya baik dilakukan dengan jalan
sepatutnya maupun dengan jalan melawan hukum yang nantinya berakibat
timbulnya masalah pertanahan yang sering kali menimbulkan perselisihan-
perselisihan bahkan timbul sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (belum diamandemen) telah
memberikan landasan hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran
rakyat yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Masalah kepemilikan hak atas tanah telah dilindungi dan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043) atau dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya
disingkat UUPA. Pasal 4 ayat (1) UUPA disebutkan:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut diatas telah menyebutkan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh perseorangan maupun badan hukum, tetapi semuanya
itu atas dasar hak menguasai dari negara sesuai dengan Pasal 2 UUPA, negara

merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.
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Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka penting
sekali untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Pendaftaran tanah ini dimaksudkan
untuk mengetahui status tanah, letak dan batas-batasnya, siapa yang memiliki dan
beban-beban hak diatasnya, dengan pendaftaran hak atas tanah maka tercapailah
perlindungan hukum karena dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak
terhadap tanah vang bersangkutan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Effendi
(1982:46) sebagai berikut:

Seperti kita ketahui bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk
memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak terhadap pemegang hak-hak
atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah akan diharapkan bahwa
seseorang akan merasa aman tidak ada gangguan atas hak yang dipunyainya.
Jaminan keamanan bahwa tidak adanya gangguan terhadap hak atas tanah
yang dipunyainya digantungkan antara lain kepada sistem apakah yang
dipakai berkenaan dengan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Negara
vang bersangkutan.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan banyak terjadi sengketa
pertanahan terutama masalah seputar pembatalan sertipikat, kejadian tersebut
biasanya terjadi karena pejabat penvelenggara negara kurang cermat atau kurang
teliti dalam membuat atau mengeluarkan sebuah sertipikat, sebagai contoh dengan
dikeluarkannya sertipikat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara berupa Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden Ltd, karena
ternyata didalam tanah Hak Guna Bangunan tersebut di tengahnya terdapat Tanah
Adat Girik Nomor 1278 milik H. Mardani.

Berkaitan dengan masalah pembatalan sertipikat dalam melaksanakan
putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sertipikat hak
atas tanah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Tata Usaha
Negara sehingga sertipikal hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara dalam bidang pertanahan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penyusun lertarik untuk
menganalisis dalam sebuah skripsi dengan judul "PEMBATALAN SERTIPIKAT
HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT GREEN GARDEN Ltd.(Putusan

MA Rl Nomor 84.K/TUN/1999)"
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1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun membatasi ruang lingkup
permasalahan  dengan mengkhususkan pada kajian dan analisis mengenai
pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT
Green Garden Lid.

Terhadap sengketa pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan ini
ditelusuri melalui pendekatan kasus yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Putusan Nomor 095/G.TUN/1997/P.TUN. Jkt,
tanggal 7 Januari 1998, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 52/B/1998/PT.TUN.Jkt, tanggal 8 Juli 1998. Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor 84.K/TUN/1999, tanggal 14 Desember 2000. Untuk mengetahui
adanya sengketa tersebut penyusun mengambil dari himpunan putusan Mahkamah
Agung RI yang semuanya terangkum dalam Varia Peradilan Majalah Bulanan
Tahun XVII Nomor 194 November 2001. Penulisan skripsi ini termasuk ke
dalam Hukum Tata Negara.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai
berikut;
. mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT
Green Garden Ltd.?
2. apakah pertimbangan Mahkamah Agung RI telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. bagaimana akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden Ltd.?
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1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang dapat digolongkan menjadi dua.

vaity :

1.4.1  Tuuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penyusun dalam penulisan skripsi ini
antara lain adalah :

I. untuk memenuhi syarat kelengkapan akademis bagi seorang mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jember yang diajukan guna memenuhi dan
melengkapi salah satu syarat dalam perolehan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah,
praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu
hukum,

1.4.2  Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

l. untuk mengkaji dan mengetahui alasan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan
alas nama PT Green Garden Lid;

2. untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung RI telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden Ltd.

1.5 Metodologi

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dengan penulisan
karya ilmiah. Metode yang penyusun maksud berupa pendekatan masalah, sumber
data, metode pengumpulan data dan analisis data.
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan masalah yang bersifat penelitian hukum normatif, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Soemitro(1990:11) yang mengatakan bahwa:

“Pendekatan masalah yang bersifat  penelitian hukum normatif yang

merupakan penelitian kepustakaan. yaitu penelitian terhadap data sekunder™.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5.2 Sumber Data
Sehubungan dengan rumusan masalah yang penyusun angkat, maka
penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder, Data sekunder dibidang hukum
(dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Soemitro (1990:11-12)
dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan hukum primer:
norma Pancasila
peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR
peraturan perundang-undangan
bahan hukum yang tidak dikodifisikan, misalnya: hukum adat
yurisprudensi
6. traktat
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer, adalah:
l. rancangan peraluran-peraturan perundang-undangan
2. hasil karya ilmiah para sarjana
3. hasil-hasil penelitian

kol ot ol

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer seperti
Undang Undang Dasar 1945 (belum diamandemen), peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
[ndonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa

hasil karya ilmiah para sarjana.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mana sebaiknya dipergunakan tergantung
pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu
khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti, Meskipun demikian tipe data
mana pun yang ingin diperoleh, selalu terlebik dahulu harus dilakukan studi
kepustakaan Soemitro,1990:51-52).

Penulisan  skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan
cara studi kepustakaan karena data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan
data sekunder berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/TUN/1999.
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1.54 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini
dilakukan secara sistematis dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
semua data yang diperoleh selanjutnya ditelaah atau dikaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan dibahas. Penarikan kesimpulan, penyusun menggunakan metode deduktif
yaitu suatu metode yang dalam menarik kesimpulan diawali dari yang bersifat
umum menuju yang khusus.
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Fakia yang mendasari penulisan skripsi ini adalah sengketa Tata Usaha
Megara dalam perkara antara;
H. MARDANI BIN BOCHRIM, kewarganeparaan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, beralamat: di Jalan Perjuangan No. 26, RT 006 RW 04
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kabupaten
Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 1997,
telah memberi kuasa kepada SOEMARJONO S, SH Cs. Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor
62, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT
MELAWAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA, beralamat di

Jalan Yos Sudarso nomor 27-29, Jakarta Utara, selanjutnya disebut
TERGUGAT

Tentang duduknya perkara dapat penyusun jelaskan sebagai berikut:

H. Mardani bin Bochrim memiliki sebidang Tanah Adat Girik nomor 1278
~ Persil 33-S.1IT luas 5510 M2 terletak di daerah khusus Ibukota Jakarta, wilayah
Jakarta Utara,Kecamatan Cilincing, Kelurahan Rorotan (dahulu masuk dalam
wilayah Kelurahan Sukapura). sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA
Wilayah DKI Jakarta tanggal 15 Pebruari 1997 atas tanah milik adat Girik nomor
1278, Persil 33-S.111, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah PT Green Garden Lid,;
sebelah selatan : tanah PT Green Garden Litd;
sebelah timur : tanah PT Green Garden Ltd;
sebelah barat : tanah PT Green Garden Lid.

Hak kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut diperoleh H. Mardani
berdasar suatu transaksi pelepasan hak atas tanah itu dari H. Mugeni bin Abdullah



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan surat jual-beli tanah sawah tertanggal 18 Januari 1977, yang diketahui
oleh Ketua RT 006 Kelurahan Sukapura waktu itu bernama Abd. Sobur dan
Ketua RW 05 waktu itu bernama H. Sidik.

H. Mardani sebagai pemilik Tanah Adat tersebut kemudian mengajukan
permohonan membuat Sertipikat Tanah Hak Milik atas Girik nomor 1278 kepada
Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
memberi jawaban kepada pemohon H. Mardani berupa surat tertanggal 4 Juni
1997 Nomor 302/III/PPK/2/J.u. yang isinya menolak dan memberitahukan bahwa
tanah Girik nomor 1278 yang dimohonkan sertipikat atas tanah tersebut adalah
sudah terdaftar sebagai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan,
gambar situasi 2157/1998 seluas 48.270 M2 atas nama pemegang hak yaitu PT
Green Garden Ltd. Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta
Utara tersebut maka H. Mardani akhimya mengajukan gugatan terhadap Kepala
Kantor Pertanahan Jakarta Utara scbagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.

Berkaitan dengan gugatan tersebut pada tanggal 3 September 1997 Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Nomor
095/G.TUN/1997/P.TUN.Jkt, yang mengijinkan penundaan Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden Itd, sampai
memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak H. Mardani dalam Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dimenangkan lalu Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang
berkedudukan di Jakarta. Pihak Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
dimenangkan dan pihak H. Mardani kalah, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta menjatuhkan vonis pihak H. Mardani menolak putusan tersebut
dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan
dalam memori kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung
yvang mengadili sengketa yang dimohon kasasi tersebut dalam putusannya
mempertimbangkan bahwa putusan judex facti dalam Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum
sehingga putusan judex facti tersehut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah
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Agung Rl akan mengadili sendiri perkara tersebut. Putusan dari Mahkamah
Agung adalah sebagai berikut:
Mengadili :
|. menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu H. Mardani
2. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakaria
Nomor 52/B/1998.
Mengadili sendiri:
. mengabulkan gugatan seluruhnya
2. menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 833/Rorotan
gambar situasi 2157/1988 atas nama PT Green Garden Ltd, sepanjang
menyangkut tanahnya penggugat Girik C nomor 1278 - Persil 33-S.111
3. mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara
yang berisi mengeluarkan tanah penggugat luas 5.510 M2 dari Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 833/Rorotan atas nama PT Green Garden
Ltd.
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tentang penundaan pelaksanaan putusan tetap berlaku sampai ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk membahas penulisan skripsi ini adalah :

l. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) (belum diamandemen).

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan:

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
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b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.

Pasal 5 menyebutkan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan:

Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

a. hak milik,

b.hak guna usaha,

¢. hak puna bangunan,

d.hak pakai,

e. hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g.hak memungut hasil hutan,

h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53,

Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ menyebutkan:
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak. yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat, *

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan:

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. warga negara Indonesia:
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b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Pasal 1 angka 3 menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di dacrah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan:
“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan
putusan”.

Pasal 51 ayat (1) menyebutkan:
“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.”

Pasal 53 menyebutkan:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah:
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a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut:

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada
pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:
“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat,”

Pasal 67 ayat (1) menyebutkan:
“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang digugat,”

Pasal 67 ayat (2) menyebutkan:
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
sedang berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 97 ayat (8) menyebutkan:
“Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut
dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Pasal 100 menyebutkan:

(1) Alat bukti ialah:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan saksi;
d. pengakuan para pihak:
e. pengetahuan Hakim.
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(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 115 menyebutkan:
“Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
yang dapat dilaksanakan”.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851).

Pasal 3 menyebutkan:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:
. asas kepastian hukum;

. asas tertib penyelenggaraan negara;

asas kepentingan umum;

asas keterbukaan;

. asas proporsionalitas;

. asas profesionalitas; dan

. asas akuntabilitas.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Pasal 1 angka 20 menyebutkan:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakalf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan,
yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ yaitu UUPA itu adalah
pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Pasal 12 huruf b menyebutkan:
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Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi
keputusan mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yang kewenangan
pemberiannya  dilimpahkan  kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tersebut.

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan:

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi
keputusan mengenai pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak
atas tanah yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab 11 dan
Bab IIl apabila atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan
Pasal 1 angka 14 menyebutkan:

Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan
tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Pasal 3 menyebutkan:

(1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri,

(2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor
Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 104 menyebutkan:

(1) pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian
hak, sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian dalam rangka
pengaturan penguasaan tanah.

(2) batalnya hak atas tanah dapat terjadi karena adanya cacat hukum
administrasi dalam penerbitannya atau sebagai pelaksanaan terhadap
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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8. Yurisprudensi MA RI Nomor 355/K/Sip/1968

Batal surat bukti hak milik(sertipikat) yang dikeluarkan oleh instansi agraria
berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu, maka dengan ini
disampaikan kepada saudara bahwa permintaan pembatalan surat bukti hak
milik(sertipikat) tersebut harus diajukan oleh yang bersangkutan kepada
Dirjen Agraria dengan perantara Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

9. Yurisprudensi MA RI Nomor 350/K/Sip/1968

Bahwa untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertipikat) yang
dikeluarkan oleh instansi agraria secara tidak sah tidak termasuk wewenang
pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi,
sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib minta pembatalan
surat bukti hak milik (sertipikat) itu kepada instansi agraria berdasarkan
putusan pengadilan yang diperolehnya itu.

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 475/K/8ip/1970
“Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut

diikuti dengan pencicilannya.”

2.3 Landasan Teori
23.1 Konsepsi Hak Menguasai Tanah Dari Negara dan Hak-Hak
Perorangan atas Tanah.
Konsepsi hak menguasai tanah dari negara dan hak-hak perorangan atas
tanah sebagaimana telah dikemukakan oleh Harsono (1999:229-231) sebagai
berikut:

Tugas kewajiban tersebut, yang menurut sifatnya termasuk bidang hukum
publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia.
Maka penyelenggaraannya oleh Bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan
pengemban amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada
Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah
“dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan publik oleh UUPA
dalam pasal 2. Dalam pasal 2 ayat (2) diberikan rincian kewenangan Hak
Menguasai dari Negara berupa kegiatan
I~ mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
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3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Sebagaimana halnya dalam lingkup Hak Ulayat, dalam lingkup Hak
Bangsa pun dimungkinkan para warga negara Indonesia, sebagai pihak yang
mempunyai hak bersama atas tanah bersama tersebut, masing-masing
menguasai dan menggunakan sebagian dari tanah bersama itu secara
individual, dengan hak-hak yang bersifat pribadi.

Menguasai dan menggunakan tanah secara individual berarti, bahwa tanah
yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan
untuk menguasainya secara bersama-sama orang-orang lain secara kolektif,
biarpun menguasai dan menggunakan tanah secara bersama dimungkinkan
dan diperbolehkan.

Persyaratan bagi pemegang hak atas tanah yang menunjuk pada
perorangan, baik warga negara Indonesia maupun orang-orang asing dan
badan-badan hukum, juga menunjukkan prinsip penguasaan dan penggunaan
tanah secara individual tersebut.

Cara mendapatkan tanah diantaranya adalah dengan cara hibah, warisan
dan dengan cara jual beli tanah, masyarakat pada umumnya masih menggunakan
jual-beli tanah secara adat, hal ini tidak bertentangan dengan UUPA karena dalam
UUPA itu sendiri terutama dalam Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa UUPA itu
berlandaskan pada hukum adat, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan Negara., jual-beli tanah secara adat seperti yang dikatakan oleh
Effendi (1982:22) sebagai berikut:

Di dalam Hukum Adat sistem yang dipakai berkenaan dengan jual beli hak
atas tanah ini umumnya dikenal dengan sistem yang konkrit atau kontan atau
nyata atau riel, dimana perpindahan hak atas tanah serentak terjadi begitu
pembayaran harga tanah diserahkan oleh pembeli.

2.3.2 Hak Guna Bangunan
Menurut pendapat dari Muljadi dan Widjaya (2004:190-192) pengertian
dari Hak Guna Bangunan adalah:

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu selama 30 tahun. Jadi dalam hal ini
pemilik bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah dimana bangunan
tersebut didirikan. Ini berarti scorang pemegang Hah Guna Bangunan adalah
berbeda dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah dimana bangunan
tersebut didirikan; atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang Hak
Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah dimana bangunan
tersebut didirikan.
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Mengenai subyek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Guna
Bangunan menurut pasal 36 UUPA tersebut juga dapat diketahui bahwa
Undang-Undang memungkinkan dimilikinya Hak Guna Bangunan oleh badan
hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia
dan yang berkedudukan di Indonesia. Dua ketentuan tersebut diatas, yaitu:
|. didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia; dan
2. berkedudukan di Indonesia.

Subyek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan
berdasarkan uraian diatas merupakan suatu badan hukum, tetapi badan hukum
tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang
yaitu badan hukum tersebut harus didirikan menurut hukum Indonesia dan badan
hukum tersebut harus berkedudukan di Indonesia, maka kedua syarat didirikan
menurut ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia menjadi
keharusan kumulatif

Hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Bangunan bisa hapus dengan suatu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini seperti
yang dikatakan oleh Muljadi dan Widjaya (2004:239) sebagai berikut:

Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap juga dapat menjadi salah

satu penyebab hapusnya Hak Guna Bangunan, Yang dimaksud dengan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini adalah putusan

Pengadilan yang:

. membatalkan pemberian hak atas tanah, atau dalam hal ini pemberian Hak
Guna bangunan. Putusan Pengadilan ini, sejalan dengan sifatnya yang
membatalkan pemberian hak atas tanah, maka putusan ini haruslah
merupakan putusan terhadap sengketa tata usaha negara, yang dimajukan
oleh seorang yang berhak atas bidang tanah tersebut terhadap pejabat tata
usaha negara (dalam hal ini pejabat dalam lingkungan Badan Pertanahan
Nasional) yang telah memberikan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah
yang dipersengketakan tersebut;

2. mengakhiri maupun membatalkan perjanjian pemberian Hak Guna
Bangunan. Putusan ini merupakan putusan dalam lingkup peradilan
umum, yang merupakan sengketa antara pemegang Hak Milik atas tanah
dengan pihak pemegang Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas
bidang tanah Hak Milik tersebut
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2.3.3 Keputusan Tata Usaha Negara
Membahas keputusan (tertulis) secara khusus dan mendalam adalah sangat
penting, mengingat keputusan (tertulis) merupakan “objek™ sengketa menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
dikemukakan oleh Hadjon dkk(1994:124-125) sebagai berikut:
Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan
abstrak, yang dalam praktek tampak dalam bentuk keputusan-keputusan yang
sangat berbeda. Namun demikian keputusan-keputusan administrasi
mengandung ciri-ciri yang sama, karena akhirnya dalam teori hanya ada satu
pengertian “Keputusan Administrasi”. Dalam praktek pemerintah di Indonesia
bentuk keputusan tata usaha negara sangat beraneka ragam. Contoh : SK

Pengangkatan Pegawai, Ijin Usaha Industri, Surat Keterangan Kelakuan Baik,
Akte Kelahiran, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Sertipikat Hak Atas Tanah dll.

Menurut Utrecht (1955:39), “ Beschikking adalah perbuatan hukum publik
yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu
kekuasaan istimewa”,

Dari rumusan Pasal | angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diketahui unsur-unsur dari
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu scbagai berikut:

1. Bentuk penetapan tertulis.

Mengenai bentuk penetapan tertulis dari suatu Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah dikemukakan oleh Marbun dan Mahfud (2000:84-85),
sebagai berikut:

Secara prinsip Keputusan Tata Usaha Negara harus tertulis. Namun demikian
masih terdapat juga pengecualian dalam hal putusan tidak tertulis, dimana
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan, sedang
hal itu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau
setelah lewat batas waktu 4(empat) bulan dalam hal peraturan perundang-
undangan tidak menentukannya, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan dapat dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan.
Tindakan “diam” itu dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
yang tidak tertulis (Pasal 3 UU Nomor 5§ Tahun 1986).
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2, Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Indroharto
(2004:70) sebagai berikut:

Jadi, “apa dan siapa” yang dapat disebut sebagai Badan atau Jabatan TUN
menurut ketentuan pasal | ayat 2 harus dilihat apakah ada peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku yang menentukan apa fungsinya,
apa tugasnya, apa yang dilakukannya, yang diperbuamya pada suatu masa
tertentu. Ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakannya, yaitu
apabila yang diperbuat oleh apa dan siapa tersebut berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan urusan
pemerintahan baik itu dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah. Karena
itu, apa dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian, maka pada saat ia
berbuat tersebut menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai suatu
Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Keputusan tersebut harus berisi tentang tindakan hukum Tata Usaha
Negara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Marbun dan Mahfud (2000:87-
88),sebagai berikut:

Tindakan itu harus ditujukan dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara,
bukan dalam bidang hukum perdata (civil). Maksud yang terkandung dalam
setiap Keputusan adalah terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan
hukum(publik). Hubungan yang terjadi bisa dalam arti pembatalan terhadap
suatu hubungan hukum yang telah ada sebelum Keputusan itu dikeluarkan,
atau dapat juga dalam hal penetapan sesuatu hubungan hukum yang baru atau
memuat sesuatu penolakan Badan Tata Usaha Negara terhadap sesuatu hal.
Suatu keputusan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang
akan terkena keputusan itu dengan tidak sekehandak mereka (bersegi satu).
Bahwa oleh karena keputusan itu menimbulkan perubahan dalam lapangan
hukum publik, maka tindakan tersebut dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai
tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.
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4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
Tjakranegara (2000:96), sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini adalah
peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Tata Usaha Negara atau
hukum publik.”
5. Bersifat konkret, individual dan final
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat konkret, individual
dan final, sebagaimana telah dikemukakan oleh Marbun dan Mahfud (2000:90)
sebagai berikut:

Konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara
itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Individual
artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari
seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan disebutkan. Final
artinya keputusan tersebut telah bersifat definitif, sehingga oleh karenanya
telah mempunyai akibat hukum, Keputusan yang belum definitif karena masih
memerlukan persetujuan dari instansi atasan belum menimbulkan hak dan
kewajiban. Suatu keputusan ada kalanya memerlukan persetujuan dari instansi
lain karena instansi-instansi tersebut akan terkait dengan keputusan itu. Bagi
suatu keputusan yang belum definitif tetapi telah menimbulkan akibat hukum
dalam arti telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena keputusan itu,
maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata pada peradilan
umum.

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini seperti yang dikatakan oleh
Indroharto (2004:174), sebagai berikut:

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu
perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan
tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia
selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak
dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum
dan karenanya juga bukan suatu penctapan tertulis sebagaimana dimaksudkan
oleh pasal | ayat 3 tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2]

Mengenai tentang organ negara yang memiliki wewenang untuk
melakukan perbuatan Tata Usaha Negara menurut Marbun dan Mahfud (2000:91)
sebagai berikut:

Pemerintah sebagai satu organ negara, dalam mencapai tujuan negara diberi
wewenang untuk melakukan perbuatan Tata Usaha Negara yang realisasinya
dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

I. mengeluarkan keputusan (Beschikking)

2. mengeluarkan peraturan (Regeling)

3. melakukan perbuatan materiil (maieriele daad)

Salah satu dari perbuatan Tata Usaha Negara tersebut yang merupakan
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Keputusan” atau
“beschikking”. Salah satu unsur keputusan tersebut yakni ditujukan pada
seseorang atau badan hukum dan akibat-akibatnya dapat diketahui lebih
dahulu. Unsur lain yang bergandengan dengan unsur tersebut yakni unsur
konkret.

Mengenai masalah kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara
menurut Marbun dan Mahfud (2000;186) sebagai berikut:

1. yang bersengketa (pihak-pihak) adalah orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

2. objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

3. keputusan yang dijadikan objek sengekta itu berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara

4. keputusan yang dijadikan objek sengketa itu bersifat konkret, individual
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

Mengenai tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Tjakranegara (2000:150) sebagai berikut:

Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara/Birokrasi Negara yang dinyatakan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku adalah:

I. bilamana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bersifat formil atau prosedural, ataupun bersifat materiil atau subtantive,
yaitu yang diterbitkan olch Pejabat Negara/Birokrasi Negara tidak
mempunyai wewenang

2. atau Pejabat/Birokrasi Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan.
Birokrasi Tata Usaha Negara yang berbuat melanggar ketentuan aturan
perundang-undangan yang tidak sempurna sehingga dapat merugikan
pihak lain warga masyarakat atau badan hukum. '
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3. setiap keputusan yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
diharapkan tidak mengandung cacat tersembunyi secara yuridis.

2.3.5 Sertipikat
Mengenai nilai kegunaan sebuah sertipikat telah dikemukakan oleh
Mustafa (1985:58) sebagai berikut:

Sertipikat memiliki nilai kegunaan yang penting. Dengan memiliki sertipikat
berarti memberikan kepastian hukum karena secara jelas dapat diketahui baik
identitas pemegang haknya (subyeknya) maupun identitas tanahnya
(obyeknya), sehingga apabila terjadi pelanggaran atas hak milik tanah maka
pemilik tanah dapat melakukan aksi penuntutan kepada si pelanggar
berdasarkan hak miliknya itu.

Mengenai pengertian dari sertipikat menurut Effendi(1982:25) adalah
sebagai berikut:
Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang
kemudian dijilid menjadi satu diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah yang diberikan tersebut
adalah akibat adanya perbuatan hukum pendafiaran hak atas tanah dan
diterbitkan sertipikat tanh oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
setempat.

Mengenai tentang kekuatan sebuah sertipikat, menurut pendapat Muljadi dan
Widjaya (2004:90) sebagai berikut:

Sertipikat Hak Atas Tanah adalah alat bukti yang kuat (bukan sempurna).

Jadi, selain dapat dibuktikan sebaliknya, pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah

yang sebenarnya, yang berarti mengandung unsur positif. Dalam pengertian

ini berarti keabsahan Sertipikat Hak Atas Tanah masih dapat digugat, jadi

yang terjadi adalah stelsel negatif.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

|. Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Green Garden
Ltd, yang dilakukan oleh Penpadilan Tata Usaha Negara Jakarta
disebabkan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara temyata terdapat cacat
administrasi dalam penerbitannya.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung Rl dalam pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme terutama asas profesionalitas.

3. Akibat hukum pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT
Green Garden Ltd, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu
menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Jakarta Utara tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
lagi. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta wajib melaksanakan putusan
Pengadilan tersebut dan harus mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara yang baru.

D [

45
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4.2 Saran

Penyusun menyarankan agar dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara untuk lebih teliti dan cermat
sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, agar nanti setelah
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cacat administrasi, sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan.
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PUTUSAN BADAN PERADILAN

e

ElE s ——— e

- Menyatakan "Penstapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ?._muma
tentang Penundaan Pelaksanaan Putusan tetap _um_;m_E
sampal ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukiym
tetap.

CATATAN :

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangky
"Abstrak - Kaidah Hukum® sehaqai herikut
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat HGB No. 83a:
Rorotan dengan gambar situasi No,2157/1988 luas 48270 M2 ata,
nama FT, Green Garden Lid. Kemudian ternvata *dalam kawasan
tanah HGB tersebut terdapat sebidang tanah Hak Iilik Aday Girik
C No. 1278, miliknya H. Mardani,
Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sewakty menerbitkan
Sertifikat Tanah HGE tersebut ternyata tidak teliti, sehingg,
melanggar asas kecermatan dan asas umum Pemerintzian Vang
baik.
Konsekwensi vurielis dari pelanggaran terhadap asas hukym
tersebut, maks Peradilan Tats Usana MNegara dan Mahkaniayn
Agung membatatkan Sertifikat Tanah HGB No. 833/Rorotan aize
nama PT. Green Garden Ltd sepanjzng yang menyangkut tansh
Hak milik Adat Girik C. No. 1278 miliknya H. Mardan;,
Kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, diperintah.
kan untuk menerbitkan “Syrat Keputusan® vang berisi "mengeluarkan
tanah Hak Milik Adat Girik € Na. 1273 tersebut dari Scrtifikat Tanas
HGB No.833 atas nama PT. Green Garden Ltd,
Demikian ratatan dari putusan diatas,

m.a. boadians

Pongadilan Tate Usahe Megare dl Jakarto »

Mo, 095/G. TUNM991/RTUN S, tanggal 7 Januar) 1098

Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara di Jakarta -
MNo. S2/B/1958/PT. TUN Jk1, tanggal 8 Juli 1993,

Mahkamah Agung Bl
No. B4.K/TUN/ 1855, tangpal 14 Desember 2000.

Malelis terdiri dari H, German Hoediorto, SH Ketua Muds Mahkamah Agqung
sebagai Ketua Sidang dan Mangatas Nasution, SH serta My, Hj Emin
Aminah Achadiar, 5H sehagal Hakim-Hakim Anpgota dengan Panitera
Pengganti Andrian| Nurdin, SH.

T e e e i i o .

u

|‘

[PENGADILAN TATA USAHA NEGARA |
PUTUSAN
: Nomuor : 095/G.TU N/1997/FTUN.JKT.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ¥Yang memeriksa serta mengadili sengketa
Uszha Megara pada fingkat pertama telah memutuskan denpan pertimbangan:
-=hangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara -

H. MARDAN! BIN H. BOCHRAIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, beralamat - oi Jalan Perjuangan No. 25, Bt.006/Rw.04 Kel Kelapa
Gading Timur, Kec: Kelapa Gading, Jakarta Wtara. Berdasarkan Surat Kuasa
khusus tanogzl 29 AGUSTUS 1897, telah memberi kuasa kepada
SOEMARJOMND 5,54 Cs kewarganegaraan Indenesia, pekerjaan Pengacara,
beralamat di Jalan Sultan Agung No, 62, Jakarta Selatan, selanjutnya disehut
PENGGUGAT: -
MELAWAN .

KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan You
Sudarso No. 27-29, Jakarta Utara; selanjutnya disehut TERGUGAT:

"angadilen Tata Usaha Negara tersebut:

reah membacs berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mandengar keclua belah pPihak yang berperkara;

THEN memeriksa surat-surar buki dan mendengar keterangan saksi-saksi
agldangan;

TENTANG DUDUKNYA PE RKARA

Metimbang, hahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan
6gal 1 Septembhbar 1957, ¥ang diterima dan terdafiar didalam register Kepaniteraan
adilan Tata Usahg Mauara Jakarta Padatanggal 1 September 1897 dan diperbalnrui

wngpnl 1 Qhtolier 1957 dibawah register nomor : 095G, TUN/ S97/PTUN-JKT,
: nerbunyi sehagai barikuy *

Croun dudduk perkaranya adalah sebagai berikut

2eiwa PENGGUGAT adalah remilik dan yvang berhak sepenuhnya atas bidang
lenan seluas kurang lebih 5.510 terletak di Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Wilayah Jakaria Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Rarotan tdahulu masuk
delam wilayah Kelurahan Sukapura), sasusi dengan surat Ketetapan luran
Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dikeluarkan aleh Kepala
Kantor IPEDA Wilayah DKI Jakarta tanggal 16 Pebruari 1997 atas Tanah Milik Adat
Girik No.1278, Persil 325111, dengan batas-batas :
Sebelah Utara  : Tanak PT GREEN GARDEN Lid;
Sebelah Selatan : Tanah PT GREEN GARDEM Ltd:
S PAI T r Tl Br A ey i it st o Sy
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Bahwa hak pemilikan dan penguasaan tansh dimaksud, diperoleh PENGG
berdasar suatu transaksi pelepasan hak ates tanah ity dari H, MUGE
ABDULLOH dengan surat Jual-Bell Tanah sawah tertanggal 18 Januari 1997,
diketahui oleh Ketua RT. 006/05, Kelurahan Sukapura waktu itu yang hey
ABD. SDBUA N, dan Ketua RW.05, Kelurahan Sukapura waktu itu yang w.____S___._..
H. SI1DIK;

Batvwa dengan damikian menurut huku tidakiah dapat diragukan lagi kedudy,
PENGGUGAT atas tansh dimaksud, yaitu selaku pihak yang menerima PENyerg,
hak tanah dimaksud dengen iktikad boik dan yang berhak sepsnithnya bk dy,,
tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;

Bahwa akan tetapi sewaktu PENGGUGAT Ingin mengajukan parmohonan Pensy
laran hok atas ranah milik PENGGUGAT tersebut kehadopan Kantor Pm:._u:..w
Kotamadya Jakarta Utara, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa diotas iy
tanah milik PENGGLIGAT 1orichut telah menjacdi sertifikal Hok Gunn Bangy.,
Mo, 833/Rorofan dengan Gambar Situasi No, 2157/1988 Atas nama Persgr:,
Terbatas PT GREEN GARDEN Lud., barkedudukon di Jnkarta, sesuni dungany,
pemberitahuan TERGUGAT tertanggal 4 Juni 1997 Mo. 302PRI/ 2L

Babwwn dengan adanya faktatarsehot, PENGGUGAT sangat teriejut aan lictak g,
menerimanya, karena walaupun Tergugat telah menerbitcan Serilial Tanat -
Guns Bangunan No B33 Rormtan dimaksud, namun yang mencussar salusyh gy,
Surat hak ‘atas tansh BU maopon yvang mengueasai pisiknya adalak Penoge-
sehingga sangal lidak herdazar atas tanah ohjek sengketa dapat dikeluarksny.
Keputusan pemberian hok dan yang dilanjutkan dengan penarbitan seniy,
tanahinya atas namalkecada PT. Green Garden Lid yang tidak pernah malaks,
pembabasan dan tidsk parnah menguasai tanah lersebut:

Bahwa tindakan Tergugat dalsm mengeluarkan surat Ke PUTUSAN yang menertsis
sertifikat Hak Guna Bangunan No.833/Horotan distas tanah hak Penogugat terss:
padahal atas tanah itu baik seluruh surat hak maupun penguasan plsiknys beat
pada Penggugat, jelas bertentangan dangan paraturan-parsturan yang berds

Bahwa selain itu tindakan Targugat tersabut juga merupakan suatu kelalais =«
ketidzk cermatan, karena apabila Tergugat meneliti dengan seksama fere
danuly sebelum mengeluarkan Surat Ksputusan yang menerbitkan semt..
tersebul, tenturya tanal millk Papogugat dimeksud tidak akan ikut dimess

didalam Surat Keputusan yang mennshitkan sertifikat tersebus:

Bahwa mengingat atas sertifikat tanah tersahuil, seliap saat dapat szjs dilzhe:
peralihan hak atsu dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan suss -,
lainmya diantaranya pembebasan hipotik, sehingga dikemudian hari akan b=
menimbulkan persoalan yang multi komplek serta menimbulkan kerugian ki
saja bagl diri Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat #'na
hukum yang memenuhi syarat untuk dikabulkan untuk dapat ditetapkan terk’
dahuly suatu tindakan pendahuluan yang melarang Tergupat untuk melaka
proses peralihan hak atou pembebanan hak apapun dintas tanah sertifice =
Guna Bangunan No.B33/Aprotan tersebut sampao Keputusan dalam perkas: |

usgadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, agar berkenan memper-
mangkan untuk memutus,

s AM PENUNDAAN :

nunda pelaksanaan lebih lanjut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B33/Rorotan,
+=bar Situasi No.2157/1988 atas nama FT, GREEN GARDEN, dengan tidak mengalih:
- menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak lain, dan ateu tidak melakukan
-zatan administratif lainnya atas Girik C No.1278, Persil 335, Il seluas 5.510 M2 yang
~xt3% i Kelurahan Rorotan (d/h Wilayah Kelurahan Sukapura), Kecarnatan Cilincing
agria Utarn |

s AM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,

Manyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.833/Rarotan -
gambar situasi No.2157/1988 atas nama PT. Green Garcdean Ltgd, barkedudukan ol
Jokarla sepanjang yiing manyangkul tanak Pertiguget Glrk C. No. 1978+ Jarsi
33-5.101 tersatiut.

Aewajibkan Tergugat untuk menerbitkan suati *Surat Keptiiusan® yang herlsi
Mengeluarkan Tanah Pengougat seluas kurang lebih 5.510 M2 tusian hatas-hatas
sebagaimana dissbutkan dalam gugatan dari Sertifikal Hak G
neBiZRerotan atas nama PT. Green Garden Lt tarsehut)
Wenghukum Tergugat membayar beayas perkara ini,

na Bapouiion

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua balah pihzk
- hadir dipersidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Pengacara dan Penasehat
--um dafl Kantor Advekat "Soemarjono, Herman & Rekan® barslara di jalzn Sultan
veog Mo, 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 1597, dan
~2 Tergigat hadir kuasanya Indra Irlansyah, SH Cs, staf Kantor Pertanassn Kaotamadya
w318 Utara, beralamat di Jalan Yos Sudarso MNo.27-29, Jakaria Utara, berdasarken
w3t Kuasa No. 5TSAUSKHIUMAT tertanggal 20 Oktobar a8

Wenimbang, balwa Tergugat atas gugatan Penogugat teian mangajukan
-bannya, tertanggal 28 Oktober 1997, yang pada pokoktya manguimukakan hal-hal
i Derikut

*NABAN TERGUGAT ;

ferkensan dengan gugatan Penggugat tertanggol 1 Septembear 1997, kaml vang
wanda tangsn dibawah ini untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanehan Jekatta
& selaku Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa tanggsl 20 Oktobar 1557 Moo 5751
- W8T, dengan ini akan disampaikan jawaban sebagasl berikur -

:ZEAATAN TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA MEGARA
SCARTA :

#ws Ketetapan Kelua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakara tanggal 3 September

Al 1]

*0.085'G. TUNS1897/PTUN-JKT telah dikeluarkan tanpa didasarkan puda Ketentuan
e vangd barlaku, oleh karenpnya Penetapan tersebut mohon dicabut, karena

mamperaleh kekuatan hukum yang tetap den pasti lin Kraght Van Gewljsdel

Fenetapan tersebut bukan didasarkan pada alasan yang kuat steu glasan yang

meEnrAeeal canma et trem e il e o tam: oo

R L TR Lty T e L & e L | e
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2. Pemilik dari sertifikat Hak Guna Bangunan No.B33/Rorotan adalah PT. m__.mqam_am
Ltd, dan secara pisik dikuasai oleh PT. Green Garden Lid: }
3. Kualitas Pengugat sangat diragukan, karena dalam hal in; Penggugat __;_J.__
mendasarkan pada Surat Girik C Mo, 1278 persil 33 S.11 vang lokasingg Saney
kabur, oleh karena i hubunaan hukum Pengougat dengan tanah sengketg e,
kabur, dengan demikian Penetapan Ketus PTUN Jakarea dimaksud lidake,
mempertimbangkan secara taljy tentang lefak/dokasi dan hubungan g, "
Pengaugat dengan tanah sengksta. Oleh karena itu mohon agar Ponetap,, f_
085/, TUN/T99/PTUN-JKT tanggal 3 September 1957 dicabus: %

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menalak seluruh datil-dalil yang diajukan Penggugar, kepyy
terhadap hai-hal vang diskui kebenarannya oleh Tergugar ;

2. Bahwa Yang menjadi objek gugstan dalam perkara @ quo adalah tangk Dit ¢
MNo-1278 persil 33 5-1 seluas 5510 M2 tariptak di Kelurahan Rorotan tdshy
Sukapura) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, vang menurut Hall m.m:ﬂ._m_ﬁﬂ
berada dalam tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Mo, #833/Rorotan atas Nama &
GREEN GARDEN:

3.  Bahwa ¥Yang menjachi dasar gugatan oleh Penggugat adalas Surat ..ﬂmﬁzm.m:m_..m
4 Juni 1987 No. 302/MPPRI 2 10a7,

. Bahwa tidak banar dalil Penggugat ¥ang monyatakan hahwa Penggugat ady's
pemilik tanah sengkets seluas 5.510 M2 dengan mendalikan MENQUASaT pisik 1z-
sengketa: 7

5. Bahwa Penggugal tidak mempunyai hak dan bukan pemilik yang esh atas higs.,
tanah sengketa seluas 5.510 M2 yang menurut dalil Penggugat barada n_nﬂw-..
lokasi tanah senifikar HGE Mo, B32/Rorotan, dengzn alasan -

8. Bahwa samula tanah tersebut merupakan pemisahan dari tanah bakss By
Guna Bangunan Mo, VRorotan seluas 160 530 2 atas namia PT GRz:y
GARDEN LTD,
dimana sebelumnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Kepuyss
Menteri Dalam Megeri, tanggal 2 Maret 1986, Mo, mx.mmm.___l_mm..ﬂ_upﬂmﬂmn..ﬁ
Penerbitan sertifikat HGA Mo, Rarotan;

b.  Bzhwa kemudian tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. Eorotan terszs -
dipisah, sebagian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 83370,
atas nama sendiri | FT GREEN GARDEN) saluas 48.270 Mz;

€. Bahwa dari yraian diatas, PT GREEN GARDEN LTD., udalah sebagai pem
tanah yang sah, ¥ang dilindungi oleh Untlzng-Undang:

Dalil Penggugat Yang menyatakan menguasai surat-sural hak 81as tansh er
menguasat pisik tanah yang berads dalam sertifikat Hak guna Bangunan No. 52
Rorotan adalah tidak benar sama sekali, oleh karena bida ng tanah tarsebut dikuys
ocleh pibak lain, yaitu PT GREEN GARDEN,

Adapun penguasaan oleh PT GREEN GARDEN tersebut berdasarkan pemisatr
dari HGB No. 1/Roroatan :

Bahwa HGE Mo, WHerotan itu sendiri semuta merupakan tanah bekas Hak Lo
Mo, 34, 38, 37/Sukapura dan Milik Adat € No. 1053 seb persil 33 S-1: C tig, 134

——— e

persil 31 5-1; C No. 679 persil 31 S-1:C No. 3388 persil 331 S-1I: C Mo, 350 persil 33
Sl € No. 345 persil 33 5411; C No. 594 seb persil 31 5-1: C Mo, 538 persil 23 Say:
€ No. 3533 persil 33, S)il: C Nc. 391 persil 33 5-111: € Mo, 73 eah persil 33 5.1 ¢
No.273 persil 33 5-11;.C No, 459 & Persil 45 5-|V: C No.3357 persil 31-5.11; C No. 750
persil 85 5-(I: C No. 45 persi| 33 5-I;C No. 3623 Persil 33 S-11; C No. 531 sob persil
13 54 C Mo, 1165 pnersit 33 Sl CNe, 114 parsll 33 51 € No. 1000 pergil 32
w_z...n Mo. 567 seb parsil 33 5-1ii: C No. 637 seb persil 33 5-111: C MNe, 547 persi| 33
Sl C Mo, 88 sab persil S0 © MNe. 343 parsil 33 =-II; CNo. 1079 seh parsil 33
.“.__.z_.. € No. 3828 persil 33 5-11: CNe. 581 5eb persil 32 S-UIl;: C No. 458 seh persi| 23
-l dan C. Mo, 80 persil 23 S-I;

Manaenal dali! Pengguagai fio, 6.

Eahwa mengenat hal inl adalah hal Yang tidak benar, karana bail panerbutan
sertifikat Hak Guna Bangunan No. VRorotan, maupun pemisahan menjadi Hak
Guna Banounan No, 833/Rorotan a1as nama PT GAEEN GARDEN ralah SEsLaj
dangan kefentuan yang barlaky;

cpEatkan uraian tersabog diatas, telah cukup alasan hagi Majelis Hakim yang
wpeikns dan mengadill perkars ini untgk Memutus sebagai berkut
Liznalak selungh gugatan Pencguoat atau wm:.:,...._n.:n_mwn{m menyalaksn gugatan
fangougat lidak dapan diterima; -
Mzmbsbankan tizya vang timbul dari perkara in kepada Pangguntat:
Menimiang. batnva Penggupat atas jawaban Tergugat tarsebut, talsh mengajakan
vWE lertanogal £ Nopember 1397, vang untuk memparsingsat wakty lidak akan
} -seuian dalans uraian puiusan ini, akan tetapi teiap dianggap merupakan Bagian
..ﬂ_.__:_m......__-_ L

Menimbang, bahwa atag teplik Penggugat tersabut, Tergugat jugs telah
spaidkan Dupliknyva iertanggal 18 MNopamber 19587, Yand dengan aigsan-alssan
w4t diatas, [ugs tidak akan dicantumkan disginj:

MKanimbang, hahwa s=lanjuinya kedus balak pihakteish mengajuranalat-alat Bokii
L-Surgt yaity

ATIPENGGUGAT BERUPA, :

Bulif PY ; Suray o 3OZIPPR 211, fanggal 4 duni 1837 perihal Pembarilaguan
Renals Kanior Perannhan dokarta Utara, bk cidias tanah mlik odat Girik
7L, Persil 338 1| saluos 3570 M2 il Haji Margani bin H. Drohim glias H.
zochein, telal menjadi sertifikat Hak Guna Bnagunen No, 83 Rorotan, Gambar
Shisi o2 157,15958 atas nama PT. Green Garden Lo

Jukti P2 : Suret keterangan luran Pembangunan Daerah Knusus fbu Kota Jakarta
5aya (Giriki No.C. No.1278; Persil 33 S Il 1anggal 15 Februari 1987 setuas 5.510
M2 atas mama Haji Mardani bin H, Brohim, terletak di Kampung Malaka Rw.06
Aw.05, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilinging. Jakana Utara;

BUtti B3+ Surat Jual Beli Tannh Sawah (bawah tengan) tenggal 1B Jnnuari 1577
tleh dan amtara H. Mugeni hin Abdullah sebagai penjual dan 1 Mardani bin
dochitin sebiagai pembali;

J oo o=

seb persil 33 5.1: € Ng. 3359 persili 31 Sl O N 1930 mmre b5 i ars ]

ﬁ_.w__..—__J.vh ¥ m._._ﬁ_._n —..m_am.ﬂm‘_u_ﬂmn._ ?__”_w...wu.__.._. |_1.._._4 tanamnl O bbb s SO0 E @t f . a
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3. Bukti B5: Surat No 34/TSP/MPSVIST tanggal 25 Juni 1977, perinal permgy:
H. Mardani kepada Kepala Kanior Pertanshan Jakarta Utars untuk pemy
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.833/Rorotan atas nama PT, Green Gardey

6. Bukti P6 : Sural dari Kepala Kantor Pelayanan PEB Jakarta Utara Enm_.__m_nn
Maret 1992 No.S-506/AVPJ,06/XB-0305/1992 perihal permo4anan um:mm_ummuu
Girik C No, 1278, Persil 33/S |Il selues 5,510 M? atés nama Mardani H bin moﬂr..
yang ditujukan kepada Mardani H.B. Brohim: i

7. Buktl F.7a - SPPT PBB tahun 1957 atas nana M,
31.75.040.002,045-0050.0/97-02 tanggal 01 Maret 1997:

Bukti R75: SPPT PBB tahun 1990 atas nama H. Mardani bin H. Bechrim Kohis
P-020507.05006.02800-1 tanggal 07 Januari 1990; ;

BUKTI TERGUGAT BERUPA ;

1. Bukti T-1 : Bukuy Tanah Sertifikat Hak Suna Bangunan Mo.833/Raratan Blag
PT. Green Garden :

2. BukliT-2: Buku Tanah Sanifikat Hak Guna Bangunan No.1/Borolan aras Namp=
Green Garden terhadap tanah 160.530 M2: ;

3. Bukti T-3 : Surst Kepulusan Menteri Dalem Negeri No.226/HGB/DA/ 1985 Hnge,d
2-3-1888 lenlang Penerbitan Sertifiket Hak Guna Bangunan Ne.1/Roratan Blasrg]
PT. Green Garden barikut lampitaanya ;

Mardani dengan

Menimbang, bahwn diparsidangan juga talsh didengar keterangan saksi.szkg -,
pihak Penggugat, yang masing-masing talah memberikan keterangan dibawah g
yang pada pokoknya sebagai bierikut
1. SAHRONI BIN MUGEN| : yang menerangkan pada pokoknya mengetahul pe,

bidang tanah yang disengketaksn, karens tanah tersebut bekas milik Ew:nEj

bernama : H. Mugeni bin Ahdulieh, vang dijual kepada H. Mardani bin H. 8 e

Bachrim (Penggugat) pada tahun 1977, dan sejak saksi masih kecll, dimana w._ﬂd

tanah tersebut maosih menjadi milik orang tuanya, saksi selaly iku mMeangza

tanah tersebut dengan menanam padi dan sampai kinipun masih menjadi e

garapannya yang diperolehnya dari Panggugat untuk menanam padi:

2.  ASMATBIN NAALI alizs SANTUNG yang menerangkan perihal vang sama dernf
saksi pertama yaitu baliwa bidang tanah tersebut adalah milik Penggugasr sr
sampal sekarang saksl men|adi penggarapnyva untuk menanam padi:

Menimbang, bahwa Tergugat atas kesemaatan yang diberikan untuk mangala
saksl-saks| menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksinya ;

T

Manimbang, hahwa dalam pamerikssan perkara inl |uga telnh dilnkuksn pames
rnan solompat (sideng ditermpatl ntan ditakasl tnnal yoan( sadang disangkeinkan, v

TENTANG PEATIMBANGAN HUKLIM
pmenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas:

penimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa ia merasa
-t dirugikan karena atas tanah miliknys vang terletak di Kelurahan Rorotan,
...H__:Em_.._ Cilincing, Jakarta Utara seluas kurang lebih 5,510 M2 telah diterbitkan
-4gat HGB No. B33Rorotan atas nama PT, Green Garden Ltd. Hal tersbeut menutut
”..._“_._mmﬂ tindakan Tergugat menarbitkan Sertifikat HGB No.823Rarotan tersebul
L,T._uumm: dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan
.azas umum Pemerintzhan yang baik khususnya azas kecermaran. Karena ftu Suzat
..“L._,F...,w"._ bérupa sertifikat HGE Mo. 833/ Rorotan tersebut sepanjang menyangkut tanah
...u.,.._._._mm._. haruslah dibatalkan;

Menimbang, batwa dalib-dalih gugatan Pengguaat tersebut telah disangkal oleh
- Tergugat didalam jawabannya tanggal 28 Oktober 1397;

tenimbang, balhwa setelah Majzlis menelaah surat qugatan Penggugst, jawaban
-zupat, Replk, Duplik serta bukti-bukti yang dizjukan ke depan nersidangan, maka
-3l pekok yang masih perlu dipertimbangksr adalah ;

apziah tanah milik Penggugat vaitu tanah Girlk ©, No. 1278 persit 33510 Wwmpang

undin dengan tanah sertifikat HGE No.833/Rorotan atas nama PT, Grean Garden

Lid

Bapaimanakeh penguasaan pisik atas tanah’vang monjadi objak sengkets antara

Pengaugst dan pemagang sertifikat HGE No.B33/Rorotan:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan vang pertama, yaifu “apakah
s midik Penggugat yaitu tanah Girik No, 1278 persil 335 1l € tumpana tindih dengan
+sh sertifikat HGE No.B33/Rorotan atas nama PT, Green Garden Ltd®, Majel's akan

spertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tanah yang Penggugat dalihkan sebagai miliknya lersebut
+sh tanah milik adat Girik € Mo, 1278, persil 33 5 1|l yang batas-batasnya adalah baik
%, Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan 1anah PT. Greon Garden Lid, Bahwa
w1 Pengougal tersebut ja peroleh dari jual befi tanah sawah tanggal 18 Januarf 1857
" H. Mugeni bin Abdullah [Bukil P3). Bahwa bukti-bukti kepemitikan Pengaugar
=hut d'dukung dengan bukti (P2, P4, P8, P7, dan P74}

Menimbang, bahwa dari batas-batas yang didalihkan milik Panggugat tersebit

«ma bahwa tanah Girlk C. 1278, persil 33 5. Il berada ditengali-tengah tunah PT,
-t Garden Lid, yang hal tersebul tidak dibamah olah Targugat sebapaimarna
< askan dipersidnngan, sebagalmana bukt| kutipan petn situasi No.7704/1988 (bukt:
« dan gichukung pula olah sdonya pengetahuan Hakim potln wokto eiinkakn

dilakukan pada hari Selasa langgal § Desamber 1837, yang untuk memparsingkat
tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan inl, akan tetapl tetap dianggap me
bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpi
kesimpulannya dalam perkara Ini, masing-masing Penggugat tertanggal 16 Daserss
1397, dan Tergugat tertanggal 16 Desembier 1287 ;

Emiﬂﬂm:?&w:im akhirnya kedua balah pihak menyatakan bahwa mergka
akan menagajukan apa-apa lagi dalam perkara Inf dan seladiutnva mobe s s i

~iefiksann setempat tanggal  Desember 1957;

Menimbang, bahwa hal-hal ya ng telah dipertimbangkan tersebut diatas dipertegas
-t dengan adanya surat Tergugat No 302II/PPK/SU tanggal 4 Juni 1997 (Bukti P1)
rymenegaskan bahwa atas tansh Penggugat yang dimohonkar (pengeluaran) telah
*hitkzan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.833/Rorotan, atas nama PT, Green Garden
Zlengan Gambar Situasi No.2157/1888;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, balrwa henar tanah
ng

=3 didalihkan milik Penggugat tumpang tindlh dengan tanah Senifikal r._ur Guna
Tz NMa TPl arntan atas rarme T Senne Fracd oo 1 ssde
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Menimbang, bahwa terhadap permasalaban pokok vang kedua vairy "t
manakah penguasaan plsik atas tanah yang menjadi objek senagketa antara nm?vn.w
dan pemegang sertifikat HGE No. B33/Rorotan: ]

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut Hatag g,
PENQuasaan pisik atas 1anah yang terletak di Kampung Malaka, Kelurahan mu_:___...
Cilincing, Jakarta Utara yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Rorotan, sajar o,
beli tanggal 18 Januari 1997 telah Penggugat kuasai, hal tarsehut _u:n:,.c_,.”._ .r_mx.x.

bukti-bukti sebagai barikut ; i

*  Berdasarkan keterangan saksi Sahroni bin H. Mugeni {anak dari Penjys .

12

tersebuth yang dipariksa pada sidang ditempat, bahwa tanah 1ersebh d m_.:.,__rn_.u.
tuanya {H. Mugeni) tahun 1950 dan saksi selaky pengoarep tanah teroeby
1ahun 1930, meskipun tanah tersebut telah dialihksn kepada Pennoens -
ditegaskannya pula bahiwa tanah tersebut tidak parnah dialihkan xmﬂ_wmn _"...,..
lain;

. Bahwa ketrangan saksi Sahroni tersebut, dikuatkan oleh saksi Asma hinay
alias Santung, yang manggarap tanah tersabut dari tahun 1990 Ningai seiys,..

- Kedua hal tarsebut diperkuat dengan pengetahuan Hakim yang dineraing nr”
pemeriksaan sotempat tanggal 8 Desember 1997, bahwa tansh [arsphs
dikuasal Penggugat, dimann masih ada pagar berdurinys. Dan koac,
masih ditasami, berupa sawah vang baru cipanen hasilnya, saua
disekalilingnya sudah divrug:

Menimbang, bahwa hak-hal tersebut telah tidak dibaniah oteh Tesgugap

Menimbang, hahwa berdasarkan pertimbanpan-pertimbangan terseluy d
terbukti bahwa tanah sengketa masil tetan dikuzsal oleh Pengguuar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perlimbangan tarsshy Ao,
telah ternyata bahwa tansh sengketa tumpang tindih dengan tanah sani et b
No.E33/Rorotan yang penguass pada Penggugat sejak tanagal 18 darg
1877, serta belum pernah beralih kepada pihak lain, hal tarsebus menunjukkan b,
dalih Tergugat bahws tanah tarsebut atlalah tanan senifikat HGE Mo B33/Rnrotan s
nama PT. Green garden Lid ¥ang hanya didasarkan kepada adanya parmisahae &
tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) No.1/Rorotan sefuas 160.530 M2, tanpa sse:
dan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang mavakinkan s2chra mpterie’ tidak des
diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebiut (dalih Tergugat tersebut) malahan MR
ketidak cermatan pihak Tergugat didatam Pefyusunan Keputusan Tata Lisasa Nes.
berupa sertifikat HGA No.833/Rarotan, misalnya didalarm memhbuzt grmbar ke
sertifikat tersebut hanyalah ditunjukkan olah Sdr. Ferry Sutiawan K. sebagai yang s
kuasa oleh PT. Green Garden Lid, tanpa dikonfirmasikan dengan pihak YA mengue:
difapangan dalam hal ini Penggugat, Sebab apabila Tergugat memperhatikan se- -
kepentingan yang terkait tidak akan menerbitkan surat keputusan yang menjadi sangle
perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ity tindakan Tergugat didalam menerbiis
sertifikat HGE No.B33/Rorfotan dapat diklasifikasikan bertentangan dengan i
kecermatan dari azas-azas umum Pemerintahan yvang baik, hal tersebut dapat dijadi

-
D

=

seapiimbang, balvwa- berdasorkan selurul) petlimbangan-periimbangan lersebuat
: “ maka gugatan Penggugat hasus dikahulkan seluruhnya dan penetapar
.m..:ua Ketuz Pengadilan Tata Usaha Negara Jakaria No.095/G. TUN/SST/IPTUN-
...L_.d““._z:i 3 September 1887 harus tetap diperiahankan sampai ada putusan
it yang berkekuatan hikum tetap, serta kepada Tergugat patut dibebani

gt hiaya perknra

nhchingat pasal-pasal Undang-undang No.5 Talun 1286
MENGADIL]

ti=ngabalkan gugatan Penggugst selurubinya | :
ss=nyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Mo B33/Raratan, Gambar m;.cmm_
~g 2159TIES atas nama FT. Green Garden Lid, beckadudukan di Jakarta, sepanjang
yarg menyanokut tanah Pengaugat Girik C No. 1278, Persil 33 5. 11l tersabut :
__....mim_._,wﬁ__ Tergugat untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yany Hensi mengeluarkan tanah Penggugat seluas 5.513 M2 dengan batas-batas
h....,.....,.m_m._.:.._:m datar guoatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No,835/Rorotan,
as nama PT. Green Garden Ltd tersahbur;

Lityarkan penetapan penundaan peleksansan putusan darl Ketus Pengadilan
Toin Usphie Negara Jokarip Mo, 095/G TUN/1S97/PTUN-JKT, tangpnal 3 Seplembar
W retap L=rinkl sampai adanya putugan Pengadilan vang berkekuatan hukum
{ptal;

Nenglikim Terguest untuk membayar biayn parkara sabesar Rp. B22.000,.
verbilang : Delapan ratus dua pulub dua ribu rupiahi;

Demikaamdah =i putuskon dalam rapat permusyawaratan Majelis  Hakim
<gaclitan Tata Usaha Negara Jakarta pade hari Rabu, tanggal 7 Januarl 1955, r._mnmw_."
._,a:_m_ Oloan Siahaan, SH selaku Hakim Ketua. Is Sudaryeno, SH dan Ny. m“._
nkyuningst, SH masing-masing sebagai Hakim Angaata, putusan mana pada hari

wugd divcapkan oleb Majelis Hakim yang bersangkutan dalam sidang yang terbuka
-+ imemdengan dihadiel aleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan dibantu oleh
¢ Zaky, €H sebaga| Panitera Pengganti;

M Anggoia, Hakim Ketua,

...LhW =

T .
Lintong. Oloan Siahakn, SH

SRTRE L

e Bn Wahyeningsih, SH

. Panitera Pengganti,
taya Perkara:
tayn Meterai... Rp. 2.000- .
e Racals o0 : Rp. 1.000,- =
=4 PEnpaln. oS e CRps 54000 ) = =T S,
R T TE T | R -  RAp: 16000- M. Zaky, SH —

tim Fumaribsoan Selempat. ...

w.mmm::...::xnn:._amﬁmumzmEm_. xnnc_cmm:_____..__._m diterbitkannya yaitu Serilibal 25
MAa B Ml et o o e e Fo o et A Al

.. Rp. 750.000.-
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[ MAHKAMAH AGUNG R.. |
PUTUSAN
No, 84 K/TUN/1585
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESa
MAHEKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Megara dalam tingkat kasasi telah mengambil Prtugs,
sebagai berikut dalam perkara : :

H. MARDANI bin H. BOCHRIM, kewarganegaraan Indonesia, Pekerisy.
wiraswasta, beralamat ; di Jalan Perjuangan No. 28, Ht.008 Rw.04 Kelurahy,
Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam py
Ini di wakili ‘oleh kuasanya Herman Zakaria SH dan Frans papy
Situngkin, SH keduanya Advokat dan Pengacara pada kantor Advokst e
Pengacars SOEMAZIOND HERMAN & Rekan, berkantar di Jalan Suliz
Agung No. 62, Jakaria Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tangaatz;
September 1998

Pemahon Kasasi, dahuly Penggugat/Terbanding:

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA, berkantor di Jalan ¥
Sudarso No. 27-29, Jakarta Utara, Termohon Kasasi, dahulu Terguos:
Pembanding.

Mahkamah Agung tersenurn
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bakbiwa sekarang Pomohe-
Kasasi sebagai Penggugat telah mengpugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugy
dimuka persidangan Pengadilan Tata Ussha Negara Jakarla pacs pokoknya atas day

balwa yang menjadi objek gugsian dalam parkara ini adalah sertifiker HGE K-
B33/Rarotan dengan Gambar Situnsi Mo.2157/1988 atas nama PT. Green Garden ¥ar
dikeluarkan oleh Tergugat ;

bahwa Surat Keputusan terzebut hary diketahui oleh Panagugat dari surz
pemberitahuan Tergugat pada tanggal 4 Juni 1997 No, 302/IVPPK/2/JU. sewal:.
Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugs
kepada Tergugat: :

bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.B33/Rorotan oleh Tergugs:
kepentingan Penggugat sangar dirugikan karena Penggugat adalah pemilik tanah yan;
terletak di Kelurahan Rorotan (dahyly Sukapura) Kecamatan Cilincing Jakarta Utas
dengan batas-batas seper) yang 4erurai dalam surat gugatan, sesual dengan sure
ketetapan |uran Pembangunan DKl Jakarts tanagal 15 Februoti 1997 atas tanah Mi:
BEHALINB - TTIR . Bl T H A FhE o tiie ot leh 25 e att s SO 2

_—

stanah dari H Mugeni bin Abdulloh dengan surat jual beli tanah sawah tertanggal
; Januari 1937 yang diketahui Ketua AT 006/05, Kelirahan Sukapuran wakty iy yaltu
. Gobur N dan Ketua Rw 05 yaitu H. Sidik:

bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan vang beriaky
ena tidak cermat dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan sehingga Perggugat
-iangan hak atas tanah miliknya;

" prhwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon ke Pangadilan Tata

sha Megara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Iehih lanjut sertifikat HGB No. 833/
e, Gambar Situasi No.2157/1988 atas nama FT Grean Garden, dengan tidak
.L:wu_:._rn_... menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lain, dan atau tidak
sakukan tindakan administratif lainnya atas Girik C Mo, 1278, persil 33 5. Il seluas
310 M2 yang teletak of Kelurahan Rorotan (d/m Wilayah Kelurahan Sukapura)
amatan Cilincing Jakarta Utara dan menjatuhkan putusan sebagaj Berikur ;

Ham Panundaan ;

Menunda pelaksanazn lebil lanjut Sartifikat Hax Guna Bangunan No 833 Rarotan,
Gambar Situasi No.2157/1988 atas nama PT. GREEN GARDEN, dengan tidak
mengalin-kan, menjaminkan sertifikar tersebut kepada pihak lais, dan atasu tidak
malakukan tindakan administratif lainnya ataz Girik C Mo, 1278, Persil 33 5,01 seluas
5510 M2 yang terletak di Kelurahan Rorotan (dih Wilayah Kelurahan Sukapural,
Kecamatan Cilincing Jakarta Urara

ram Pokok Perkara :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Menyatakan batal dan tidak sah Senifikat Hak Guna Bangunan No.B33/Roratan -
gambar situesi No.2157/1988 atas nama PT. Green Garden Lid, berkedudukan di
Jnkarta sepanjeng yang menyangkut tanah Penggugat Girik C. No. 1278 - persil
33-5.11 tersebut. A

Mewajibkan Tergugal untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi @
*Mengeluarkan® Tanah Penggugat seluas kuwrang lnbih 5,510 M2 dengan batas-
batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan
Mo 833/Roratan atas nama PT. Green Garden Lt tersebut:

Menghukum Terqugat mambayar beaya parkara inj,

banwa terhadap gugatan tersebut Pengsdilan Tata Usaha MNegara Jakarta telah
“ngambil putusan, yaitu @ putusannya tanggal 7 Januari 1968 No. D95/G, TUN/1237/
"INLJKT yang amarnya barbunyi sabagai berikul -

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.833/Rorotan, Gambar m:.__.__nnm
No.2157/1988 atas nama PT. Green Garden Ltd, berkedudukan di Jakarta, sepanjang
yang menyangkut tanah Penggugat Girik C No. 1278, Persil 33 5. Nl tersebut ;

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
vang berisi mengeluarkan tanah Pénggugat selias 5.510 M2 dengan balas-batos
schagaimana dalam gugatah dari Sartifikar Hak Guna Bangunan No.823/Rorotan,
aias nama PT. Green Garden Ltd tarsehut:

I S T
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: Menyatakan pengtapan penundaan pelaksanaan putusan dari Ketua 1m:mm.—m_ﬂ
Tata Usaha Negara Jakarta Mo, 095/G. TUN/997/PTUN-JKT, tanggal 3 mnn___.n_.afl

1897, tetap berlaku sampai adanya putusan Pengadilan vang berkekuatan r..&.l
tetap;

. Manghukum Tergugal uniuk membayar bioya perkarn sehesar Ap, A2z _”__H_.
(terbilang : Delapan ratus dua puluh dua ribu ripiahl; s

putusan mana dalam tingkat banding atas permohenan Terguaat telah dibatalkan ¢
Pengadilen Tinagl Tata Usaha Negara Jokarta dengan putusannya tanggal 8 Jyi __m“
MNo.52/B 1998/ FT.TUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikur

i Menerima parmohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

d Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor - amm.__m.._._.___..
1957/PTUMN-JKT tanggal 7 Januari 1998, yang dimohonkan banding ;

MEMGADILI SEMDIRI
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

. Mengangkat kembali Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakany
MNomor: D85/G. TUNA9ST/PTUN-JKT tanggal 3 September 19537 tentang DN dage
pelaksanaan kepulusan i litis;

- Menghukum PenggugatTerbsanding untuk membayar biaya perkara ini WEng uney
tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 70,000, - (Tujuh puluh ribu rupiahl:

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberiahukan kepadn kedua belah pikai
masing-masing pada targgal 24 September 1998 kemudian terbadapnya giey
rm:auﬁﬂmﬁmﬂum:n_:ﬂ dengan perantaraan kuasanys khusuds, berdasarkan surat Eyag
khusus tanggal 28 September 1998 disjukan permahonan kasasi secara lisan pay
tanggal B Oktober 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No_0gs
KAS1328/PTUN.JKT, vang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata usty
Megara Jakarta, permohondn mapa kemudian disusul dengan memarl kasasi yarg
memual alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Nege
tersebut pada tanagal 20 Oktober 1993;

5

1

bahwa pada tanggal 22 Okiober 1993 1elah diberitahukan tentang Mamori kassc
dari Penggugat/Terbanding kepada pihak lawan secara seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserts Alasan-alasantiya 1eli
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama digjukan dalam tenggang wak.
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, mako oleh karena ji.
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohan Kasasi dalan
memori kasasinya terseBul pada pokoknya ialah :

1.  Bahwa putusan Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalke:
putusan Pengadilan Tats Usaha Negara Jakarta telah salah dalam meneraphkas
hukum karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang utuh ds
lengkap sehingga dalam putusannya dilakukan tanpa pertimbangan vang cukun
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakaria sama sekali tidak memperhetive
alasan-alasan stau sanggahan-sanggahan yang diajukan Pemaohon Kasasi daly”

Kontra Memon Banding, dimana dalam pertimbangannya yang menyaiakan
habwwa setalah diperiksa dan diteliti secara eermat partimbangan sorta lampiran
suratl Keputusan Mendagri tersebut tidak terdapal tanalh milik adat girik C No.
1278, persil 33 5 |1l yang menurut Pemohon Kasasi ndalah miliknya, maka tidak
jermsauk pula dalam sertifikal HGA No, VRarotan, partimbangan Hakim Banding
rersebul saalah-olah menyatakan bahwa Hakim tingkst pertama tidak turot menilai
dan mempanimbangkan adanya sartifikat HGB No. 1/Rorotan dan Surst Kepulusan
penteri Dalam Meger No.SK 2260HGE/DAS986 tanggal 2 Marel 1986 adalah tidak
penar dan keliru karena didalam Kontra Memori Banding oleb Pemohon Kasasi
diuraikan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memper-
rimbangkan keberadaan sertifikat HGE Mo, 1/Rorotan dan Surat Keputusan Menter
Dalam Megeri No. SK 226/HGE/DA1986 tanggal 2 Maret 1986, dengan demikian
Hakim Banding tidak benar dalam memberikan pertimbangan, karena hanya
mendasarkan pertimbangannya kepada keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Termohon Kasasi dalam memori bandingnya, tenpa memperhatikan Kontra
Memori Banding Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah menolak permahonan
Parmmohon Kasasi untuk mambuat sertifikat hak aias tanah milik adat dengan girik
C Mo, 1278, persil 33 5 Nl dan Termahon Kasasi teleh menerbitkan sertifikat HiGE
Mo.833/Rorotan dengen G5 No. 2157715498 atas nama PT. Grean Garder, Lid
sehingga mengakibatkan sertifikat yang tumpang tindih dengan serifikat HGE
Mo, WWRoroian; :

Bahwa putusan Pengadilan Tingai Tata Usaha Megara Jakarta yang membatalzan
putusan Pengadilan Tata Usaha Megara Jakarta 1efah salzh dalam menarapkan
hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena sistim pandafiaran
tanal yang berlaku di negara kita adalah sistim negatif sesuai pasa! 19 ayat 2
huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraiuran Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
berbunyi baliwa pemberian surat-surat tanda buktl hak, yang belaku sebagai alal
pembuktian yang kuat, dengan damikian Hakim Banding tidak dapat begitu 83"
menyimpulkan bahwa pemohon kasasi tidsk berkepentingan dengan serifikal
a guo, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara iin dalam bubungannya
dengan sertifikar HGE No. B33/Rorotan adalah bukan mengenal proses per
mohanan haknya sehingoa dikeluarkannye senifikat terseliut, melainkan adanya
kekeliruan dalam pembuatan gambar situssinya yang menggunakan sistim
sporadis sehingga didalam gambar situasi senifikat tarsebues telah 1erjadi vakeliruan
yaity masuknya tanah liak Pernohon Kasasi kedalam goimbiar sliuzsi terssbul

Manimbang :
=sngenal keberatan-teberatan ad. 1dan 2;

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata
saha Megara Jakarta salah menerapkan hukum dengan partimbangan sebagai berikut:

- bahwa tanah sengketa terbukti milik Penggugat H. Mardani bin H. Bochrim dapat
beliloper hak dari H, Mugeni bin Abdullah padaanggal 18 Januari 1977, Girik Mo,
1444, persil 33 5 I, luas 0, 557 Ha termausk Kelurahan Sukspural

berdasa=kan Surat Keterangan No. 33/1-711.11 tertanggal 2 Oktober 1986 sesual
Paraturan Permarintah No. 45 1ahun 1874 tentang pembulaian wilayah asal Girk C

Mo. 1444 desa Parakan Rakyat, Kecamatan Cilincing, Kabupaten BekasiJawa Baral
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lersebut;

Juli 1998 No. 52/B/1998/PT-TUN-JKT.
Dan Mengadili Sendiri.

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Na.833/Roratan, Gamhbar Situasi
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masuk wilayah Kelurahan Sukapura Cilincing Jakara Utara, menjadi n.:._rn___"u
1278 persil No.23 5 |Il atas nama Haji Mugeni Abdullah dan menuru m_._;_. 1
Keputusan Gubernur No. 1251 tahun 1986, Kelurahan Sukapura dibagi menjag 1
dua Kelurahan yaitu Sukapura dan Rorotan dan Girik © Mo, 1278 persil33 g M
masuk Kelurahan Rorotan dan sampal tanggal 8 Oktober 1996 masih tetap Ay
nama pemiliknya H. Mardani bin H, Bochrim. i

. Walaupun Girik C Mo, 1276 persil 33 5 1l tidak tercaniem dalam lampiran Buray
Keputusan Meanteri Dalam Megeri tertanggal 2 Maret 1988, tetapi Nomar Girik 3y |
= Il lainnya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negg,
tersebut, hal ini menunjukkan ketidaktelitianketidak cermatan Tergugal pada waly, |
membust gambar situasi untuk dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Banguny,
Mo.833fRorotan, sesual dengan surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal
Juni 1997 Mo, 362/IIVPPES21JU, yang didasarkan pada penunjukkan sorang Pellgay
dari PT. Green Garden;

= bahwa selain ity dari hasil pemeriksaan selempal ternyata tanah sengker
disebelan : Utara, Salatan, Baral dan Timur dibatasi oleh tanah milik PT. Gregy
Garden, masih ada sisa kawat barduri sebagal batas dan masih digarap aleh
Penggugat. Paja¥nya masih dibayar oleh Penggugat dan ditagih kepada Pergguga
Menimbang, behwa berdasarkan permimbangan tersebut dictas menurut pendang
Mahkamah Agung terdapal cukup asalan untuk mengabulkan permohonan kasasi wang
dizjukan oleh pemohon kasasi H. Mardani bin H. Bachrim tersebut dan membataiian
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha nepara Jakara tanggel 8 Juli 1998 MNo. A2
193 FT.TUN.JKT sarta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dimean ama
seperti yvang akan disabotkan dibawah int ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Termohaon Kasasi sebagai pihak yang kaleh, mais
harus membayar semua biaya perkara haik dalam tingkat pertama banding, maupun
datam tingkatl kasasi imi berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun
1986;

Memparhatikan pasal-pasal dar Undang-undang No.14 tahun 1978, Undang.
undang MNo.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.5 tahun 1986 serta peralursn
perundang-undangan yang hersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permaohonan kasasi dari Pemaohon Kasasi H. Mardoni hinH. Bachnm

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara tanagal §

No.2157/1988 atas nama PT, Green Garden Ltd, berkedudukan di Jakada, sepanjang
yang menyangkut tanah Penogugat Girik C Mo, 1278, Persil 33 5. 1] tersebut ;

(ang berisi mengeluarkan tanah Penggugat seluas 5510 MZ dengan batas-batas
sebagaimana dalam gugatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.E23/Rorotan,
atas nama PT. Green Garden Ltd tersebut;

Menyatakan penetapan penundaan pelaksanaan pulusan dari Ketua Pengadilan

Tata Usana Megara Jakarta No. 095/G. TUNM397/PTUN-JKT, tanggal 3 September

1997, tetap berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

{elap;

Menghukum Termaohon Kasasi untuk membayar semua biaya parkara baik dalam
snokat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini
aigtapkan sejumizh Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
-3ri Kamis tanggal 30 Nopember 2000 dengan H. German Hoediarto, SH Ketua Muda
sishkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. sebagai Ketua Sidang.
#angatas Nasution, SH dan Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH sebaga Hakim-Hakim
inggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hati Kamis
gngoal 14 Desember 2000, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Mangatas
pasution, SH dan My, Hj. Emin Amingh Achadiat, SH, Hakim-Hakim Anggota tersebut,
zrta-Andriam Nurdin, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

zgya-biaya Perkara :

f. MetErai i Ap.  6.000-
1 Redaksi .iooioee. Apl 1.000.-
i Sdministrasi .......... Rp. 93.000,-

HITVIEN wareieinnrrmnienees [ HR. TO0.000;-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.L
Kepala Direktorat Tata Usaha Megara

b
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. I«
ZAINAL AGUS, SH

-

Untuk / Foto Copy putusan ini sesuai dengan aslinya,
diberikan kepada Majalah Varia Peradilan

Jakarta, Juni 2001
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